BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan uraian pada pembahasan dan hasil penelitian di atas, dapat
disimpulkan:

1. Peranan LBH Padang dalam mendampingi masyarakat adat Bidar Alam
sangat signifikan karena mencakup jalur litigasi, non-litigasi, dan
pemberdayaan. Melalui pendampingan hukum perdata, pidana, serta
dorongan penggunaan Restorative Justice, LBH Padang berupaya melindungi
masyarakat dari praktik kriminalisasi. Selain itu, advokasi kebijakan,
kampanye publik, serta penyuluhan hukum dan pelatihan paralegal menjadi
bagian penting dari strategi pemberdayaan yang menempatkan masyarakat
sebagai rekan perjuangan. Dengan cara ini, LBH Padang tidak hanya
menyelesaikan perkara hukum, tetapi juga memperkuat kesadaran hukum dan
solidaritas masyarakat adat.

2. Kendala yang dihadapt LBH Padang muncul baik dari faktor eksternal
maupun internal. Dari luar, hambatan tampak pada intervensi aparat penegak
hukum, keberpihakan pemerintah daerah terhadap perusahaan, serta dominasi
modal yang digunakan untuk melemahkan masyarakat adat. Dari dalam,
kendala terlihat pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat, perpecahan
dengan sebagian ninik mamak, dan terbatasnya relawan untuk mengawal
advokasi jangka panjang. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa
perjuangan LBH Padang tidak hanya soal pembelaan hukum, tetapi juga

menyangkut tantangan struktural, politik, dan sosial yang kompleks.
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B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, maka disampaikan

beberapa saran sebagai berikut:

1.

Agar Pemerintah Pusat dan DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang
Masyarakat Adat agar masyarakat adat memiliki perlindungan hukum yang

kuat.

. Agar Pemerintah Daerah lebih aktif melindungi hak-hak masyarakat adat

serta memastikan proses penyelesaian konflik berjalan secara adil dan

seimbang bagi semua pihak.

. Agar Aparat Penegak Hukum menjunjung tinggi prinsip keadilan dan

netralitas dalam menangani konflik masyarakat adat.
Agar LBH Padang memperkuat strategi advokasi dengan melibatkan lebih

banyak relawan dan membangun jaringan dengan organisasi lain.

. Agar Masyarakat Adat Bidar Alam meningkatkan kesadaran hukum dengan

aktif mengikuti penyuluhan hukum, pelatihan paralegal, dan kegiatan
advokasi yang diadakan LBH. Selain itu, penting untuk menjaga solidaritas

internal agar tidak mudah dipecah belah oleh kepentingan perusahaan.
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